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13. Umum

Perairan Natuna atau yang dikenal dengan sebutan Laut Natuna Utara
merupakan wilayah yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Indonesia saat ini.
Hal ini disebabkan oleh masifnya pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat
Indonesia di wilayah tersebut oleh kapal-kapal nelayan Cina yang melakukan
penangkapan ikan secara ilegal sepanjang 2016 hingga saat ini. Tak hanya itu,
pelanggaran juga dilakukan oleh kapal-kapal coast guard Cina yang melakukan
pengawalan terhadap kapal-kapal nelayan tersebut. Laut Natuna Utara sendiri
masuk kategori wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Di sebelah utara,
Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, serta di sebelah barat
berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Secara geografis, Laut Natuna Utara
berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Luas Natuna mencapai kurang lebih 141,9 ribu kilometer persegi, dengan
rincian 138,6 ribu kilometer persegi wilayah perairan atau lautan, serta 3,23 ribu
kilometer persegi wilayah daratan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas
wilayah Natuna adalah perairan. Sebagai sebuah wilayah yang berada pada posisi
silang jalur pelayaran internasional, Natuna memiliki nilai strategis di bidang
perekonomian nasional. Urgensi Natuna sendiri tercermin melalui sikap pemerintah
yang melakukan pengaturan untuk wilayah ini melalui PP No. 26 Tahun 2008
tentang RT RW Nasional dengan menjadikan wilayah Natuna sebagai Pusat
Kegiatan Strategis Nasional. Wilayah Natuna, khususnya Laut Natuna Utara, tidak
hanya memiliki nilai strategis pada bidang perekonomian saja, tapi juga terhadap
geopolitik, serta pertahanan dan keamanan, baik skop nasional maupun regional.

Secara ekonomis, keunggulan Natuna, khususnya Laut Natuna Utara,
terletak pada kandungan sumber daya alamnya yang besar, yakni minyak bumi, gas
alam, serta perikanan. Masyarakat Natuna sendiri banyak menggantungkan
hidupnya dengan bermatapencaharian di laut sebagai nelayan-nelayan tradisional.
Namun demikian, kapasitas masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber
daya alam perikanan, berbanding terbalik dengan besarnya sumber daya alam itu
sendiri. Diestimasikan sumber daya perikanan laut Natuna mencapai 1 juta ton per
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tahun. Namun demikian, pemanfaatannya hanya sebesar 36 persen saja, yang
artinya 64 persen sisanya tidak terberdayakan. Kurang optimalnya kapasitas
masyarakat di wilayah Natuna menjadi kompleks ketika banyaknya pelanggaran
kedaulatan yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara. Masuknya kapal-kapal
nelayan tradisional Cina dengan kapal dan teknologi penangkapan yang lebih
modern, bukan saja telah melanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia,
tapi juga berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan-nelayan
Indonesia, yang artinya berpengaruh secara langsung terhadap mata pencaharian
utama mereka.

Penulisan Taskap ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan utama kajian, yakni bagaimana pembinaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil terdepan, proses penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah tersebut,
serta kontribusi peningkatan pembinaan terhadap kedaulatan nasional NKRI.
Analisis akan dibatasi pada Laut Natuna Utara sebagai studi kasus wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil terdepan tersebut dengan penekanan pada aspek kedaulatan
dan hak berdaulat di wilayah ZEE. Analisis yang dilakukan diharapkan dapat
memberikan saran dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan terkait dalam rangka menegakkan kedaulatan nasional Indonesia di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan tersebut.

14. Pembinaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan
a. Pengamanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan

Dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara eksplisit
disebutkan definisi atas kedua entitas kemaritiman tersebut. Wilayah pesisir secara
sederhana didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut.
Sedangkan pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas wilayah kurang atau sama
dengan dua ribu kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.’® Definisi
tersebut bukan sekedar nomenklatur saja yang dimaktubkan dalam sebuah
regulasi. Definisi yang diberikan oleh pemerintah tersebut harus dilihat secara lebih
mendalam pemaknaannya. Wilayah pesisir yang merupakan irisan antara wilayah

¥ UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah ..., Op.Cit.
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daratan dan perairan merupakan daerah yang sangat dimungkinkan menjadi tempat
hidup, lokasi bermukim, dan daerah mata pencaharian penduduk. Ada aspek yang
lebih dari sekedar geografi pada definisi tersebut. Definisi wilayah pesisir juga
terhubung dengan aspek lainnya, seperti demografi, sosial budaya, dan ekonomi
yang melekat pada definisi wilayah pesisir tersebut.

Demikian halnya juga dengan pulau-pulau kecil, terlebih lagi dilekatkan frasa
“terdepan” pada entitas maritim tersebut. Makna yang tersirat dari definisi tersebut
adalah sekecil apapun sebuah wilayah dan kesatuan ekosistem yang melekat, tetap
merupakan bagian yang inheren dari NKRI yang harus dijaga kedaulatannya. Aspek
terkait bukan hanya persoalan geografi saja, tapi sudah menyangkut aspek
pertahanan dan keamanan negara, yang mana kedaulatan dan keutuhan wilayah
merupakan harga mati yang harus dijaga oleh pemerintah Indonesia. Pada tataran
yuridis, pencantuman definisi kedua entitas maritim tersebut dalam sebuah regulasi
yang mengikat dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan yang
dilakukan oleh pemerintah agar setiap jengkal wilayah kesatuan memiliki
kedudukan hukum yang jelas. Pada tataran internasional, kerangka yuridis nasional
tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum resmi yang selaras dengan regulasi
internasional agar setiap negara di dunia menghormati kedaulatan nasional dengan
tidak melakukan pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah yang diatur dalam
regulasi tersebut.

Sistem internasional merupakan sebuah arena di mana seluruh aktor
hubungan internasional berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai
kepentingan nasionalnya. Bagi mereka yang menganut paham realis, yang mana
kepentingan nasional diletakkan sebagai prioritas utama, maka hal-hal yang
sifatnya unilateral dan ekspansionis adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Cara
pandang seperti inilah yang menjadi faktor penyebab mengapa beberapa negara di
dunia tidak segan melakukan pelanggaran wilayah terhadap negara lainnya.
Sirkumstansi seperti ini menjadi kompleks tatkala dinamika hubungan antarnegara
juga melahirkan aktor baru dalam hubungan internasional yang bernama aktor-aktor
non-negara. Aktor-aktor non-negara ini memiliki daya jelajah yang lebih cepat
ketimbang negara dan juga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran
kedaulatan terhadap aktor negara. Salah satu aktor non-negara yang kerap
melakukan pelanggaran kedaulatan adalah organisasi-organisasi kejahatan
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transnasional yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal,
perdagangan narkoba, pembajakan kapal, hingga terorisme yang terorganisir.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan merupakan zona yang
memiliki kerentanan tinggi untuk dilanggar oleh pihak-pihak asing tersebut, baik
oleh negara-negara lain maupun aktor hubungan internasional non-negara. Banyak
bukti empirik untuk menjelaskan fenomena ini. Pada bagian ini, akan dijelaskan
bukti empirik tersebut secara historis dan kontemporer untuk menekankan sebuah
pandangan bahwa ancaman terhadap kedaulatan wilayah adalah hal yang sangat
nyata dan perlu diatensi melalui kebijakan yang lebih komprehensif ke depan.
Pertama adalah tinjauan dari sisi historis dengan melihat kembali kasus lepasnya
Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari Indonesia. Kasus ini merupakan cermin
bahwa pengamanan wilayah kedaulatan adalah harga mutlak yang tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Permasalahan kedaulatan bukan sekedar permasalahan klaim
kedaulatan semata, tapi bagaimana klaim tersebut diikuti dengan upaya pembinaan
wilayah dan masyarakat yang berkesinambungan.

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia melalui keputusan
International Court of Justice (ICJ) pada 17 Desember 2002 merupakan sebuah
kasus yang cukup menghentak publik Indonesia. Sengketa atas kedua pulau itu
sendiri dimulai sejak 1967 ketika dalam sebuah pertemuan untuk membahas hukum
laut di antara kedua negara, masing-masing negara memasukkan kedua pulau
tersebut ke dalam batas-batas wilayahnya. Menyikapi klaim kedaulatan ini, kedua
negara akhirnya bersepakat untuk menetapkan stafus quo atas kedua pulau
tersebut. Dalam dinamikanya, penetapan status quo ini ternyata dimaknai secara
berbeda oleh kedua negara. Indonesia memaknai status quo sebagai sebuah
kondisi ketika sebuah negara tidak boleh melakukan pendudukan atau aktivitas
apapun sampai kedua pulau tersebut memiliki status hukum yang jelas. Pemaknaan
yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan refleksi atas penghormatan yang
dilakukan oleh Indonesia terhadap kaidah hukum internasional yang berlaku.
Berbeda dengan Malaysia yang secara frontal melakukan aktivitas bisnis dengan
membangun resor pariwisata di kedua pulau yang disengketakan tersebut. Malaysia
menerapkan pandangan sepihak yang sangat unilateralis dengan menganggap
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status quo adalah sebuah kondisi yang mana kedua pulau tersebut tetap berada di
bawah kepemilikan Malaysia.4°

Menyikapi kecurangan yang dilakukan oleh Malaysia tersebut, Indonesia
akhirnya mampu memaksa Malaysia untuk melakukan perundingan. Perundingan
yang dilakukan akhirnya menyepakati sebuah nota kesepahaman pada 22
September 1969 yang isinya mengatur agar baik Indonesia maupun Malaysia tidak
boleh menempati, menduduki, atau memanfaatkan kedua pulau tersebut. Pada
tataran lebih lanjut, sebagai konsekuensi perbedaan pandangan yang semakin
tajam di antara kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia, akhirnya
membawa sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut ke Mahkamah
Internasional (/CJ) untuk diputuskan.#! Mahkamah Internasional sendiri yang
dipimpin oleh hakim ketua Gilbert Guillaume dari Prancis pada akhirnya
memenangkan Malaysia untuk sengketa ini. Malaysia dinyatakan berhak atas Pulau
Sipadan dan Ligitan dikarenakan dianggap telah melakukan kehadiran secara terus
menerus di kedua pulau tersebut, melakukan pendudukan secara efektif, serta
melaksanakan pengelolaan dan pelestarian alam. Pengakuan atas klaim
kedaulatan oleh Malaysia tersebut dituangkan ke dalam Report of International
Court of Justice. Dengan adanya pengakuan ini, Malaysia dinyatakan berhak untuk
melakukan penarikan garis pangkal sebagai batas wilayah hingga titik terluar Pulau
Sipadan dan Pulau Ligitan.42

Tinjauan secara empirik lainnya mengenai sengketa wilayah masih
melibatkan Indonesia dan Malaysia. Pada kasus lainnya, Indonesia dan Malaysia
memiliki perbedaan cara pandang mengenai pemahaman atas rezim laut di bagian
utara Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Pulau
Berhala yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pulau terluar
Indonesia yang berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia,
juga kerap menjadi arena konflik karena seringnya terjadi penangkapan ikan secara
ilegal dan pendudukan efektif yang dilakukan oleh Malaysia atas wilayah tersebut.

40 Anggraini WS, Brigitta. 2014. Upaya Pemerintah Indonesia Mempertahankan dan
Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia Pasca Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
Universitas Atmajaya Yogyakarta. Diakses di http:/e-journal.uajy.ac.id/5024/1/jurnal.pdf, pada 24
Juli 2021, pukul 14.55 WIB.

41 Ibid.

42 Anggraini WS, Brigitta. 2014. Upaya Pemerintah Indonesia Mempertahankan dan
Memberdayakan Pulau-Pulau ..., Op.Cit.
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Pulau Berhala sendiri merupakan sebuah wilayah kedaulatan Indonesia yang tinggi
kandungan sumber daya alamnya karen tersusun atas hutan tropis yang bernilai
tinggi, serta memiliki keindahan terumbu karang bawah laut. Posisi sebagai pulau
terluar dan nilai strategis yang dimiliki menjadikan Pulau Berhala rentan untuk
dicaplok oleh negara lain.

Beberapa tinjauan kasus empirik di atas sekali lagi membuka mata kita
bahwa persoalan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan tidak
selesai hanya dengan klaim kedaulatan saja berdasarkan regulasi yang dibuat,
melainkan membutuhkan pembinaan secara komprehensif melalui pengamanan
wilayah yang dilakukan secara ketat dan berkesinambungan. Merujuk pada tinjauan
kasus empirik tersebut, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil,
baik pembelajaran melalui proses pemaknaan secara eksplisit maupun implisit.
Pembelajaran tersebut adalah pemahaman penting mengenai faktor-faktor yang
dapat membahayakan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil terdepan. Pertama, pulau-pulau kecil terdepan dapat hilang
secara kepemilikan yang diakibatkan oleh perubahan status kepemilikan, baik
dikarenakan kepatuhan pada suatu hukum internasional yang dilakukan oleh entitas
negara tertentu maupun pendudukan secara militer. Kedua, pulau-pulau kecil
terdepan dapat dinyatakan hilang dari sudut sosial budaya dan ekonomi yang
disebabkan oleh aktivitas sosial budaya dan perekonomian yang dipraktikkan oleh
masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Ketiga, meskipun tidak secara
eksplisit terkait dengan dua kasus tinjauan empirik yang dikemukakan, hilangnya
pulau-pulau kecil terdepan dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor alam, seperti
laut pasang yang menenggelamkan pulau tersebut, abrasi atau erosi yang
dilakukan oleh air laut, serta perubahan lainnya yang disebabkan oleh pergerakan
lempeng bumi.

Sebelum masuk pada analisis mengenai urgensi pengamanan wilayah dan
mekanisme pengamanan wilayah seperti apa yang harus dilakukan, tinjauan secara
historis yang sudah dilakukan sebelumnya akan dilengkapi dengan tinjauan studi
kasus kontemporer untuk mempertegas urgensi pengamanan wilayah. Studi kasus
secara kontemporer yang cukup menarik untuk dilakukan adalah pencermatan
terhadap apa yang terjadi di perairan Natuna dalam beberapa tahun terakhir ini.
Pemerintah Indonesia cukup disibukkan oleh aksi unilateral Tiongkok melalui kapal-
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kapal nelayannya yang dikawal oleh Coast Guard yang kerap melakukan
pelanggaran wilayah di perairan Natuna tersebut. Apa yang terjadi bukan hanya
sekedar pelanggaran wilayah, tapi juga penangkapan ikan secara ilegal di perairan
tersebut. Kedua bentuk pelanggaran berat itulah yang mendorong pemerintah
melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) untuk
melayangkan protes keras secara resmi kepada Pemerintah Tiongkok pada akhir
2019 yang silam.*3

Pelanggaran yang terjadi pada 2019 bukanlah pelanggaran yang pertama
kalinya. Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan intensitas pelanggaran yang
dilakukan oleh kapal-kapal nelayan tradisional Tiongkok. Tiongkok sendiri
mengklaim wilayah Natuna yang notabene merupakan ZEE Indonesia adalah
wilayah tangkapan tradisionalnya. Pulau Natuna sendiri merupakan salah satu
pulau terdepan yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai sebuah wilayah, Pulau Natuna
memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam. Wilayah ini merupakan sebuah
area dengan potensi hasil tangkapan ikan dan sumber daya laut yang tinggi.
Merujuk pada data rilis Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
(Kemensetneg RI), di sekitar kepulauan Natuna, sedikitnya terdapat 16 blok migas
yang tersebar. Pulau Natuna juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
lokasi wilsata maritim apabila dikelola secara terpadu dan profesional oleh
pemerintah.#4 Dengan berbagai keunggulan tersebut, wajar saja jika Pulau Natuna
dan wilayah perairannya menjadi wilayah yang memiliki fragilitas tinggi untuk
dilanggar oleh entitas asing seperti Tiongkok.

Telaah terhadap kasus-kasus kontemporer juga menghasilkan temuan
bahwa di perbatasan antara Indonesia dan Filipina kerap terjadi kejahatan-
kejahatan transnasional, khususnya di Kepulauan Sangihe, serta Pulau Lipang,
Pulau Matutuang, dan Pulau Kawio yang notabene merupakan pulau-pulau kecil
terdepan Indonesia. Di Kepulauan Sangihe kerap terjadi pencurian ikan secara
ilegal oleh kapal-kapal asing. Pencurian tersebut diperkirakan menyebabkan
kerugian besar, yakni hilangnya ikan-ikan seberat 40 ribu ton per tahun. Masyarakat
yang hidup di pulau-pulau kecil terdepan yang berbatasan dengan Filipina juga

43 “Ada Apa di Laut Natuna Sampai Bikin RI Protes Keras China?”, diakses di
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103082304-4-127288/ada-apa-di-laut-natuna-sampai-
bikin-ri-protes-keras-china, pada 24 Juli 2021, pukul 15.55 WIB.

44 |bid.
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melaporkan bahwa mereka kerap berhadapan dengan perompak bersenjata yang
menyerang mereka. Fenomena yang lebih mengkhawatirkan terjadi di pulau-pulai
kecil di Sangihe Talaud, Pulau Miangas, dan Pulau Marore yang juga berbatasan
dengan Filipina. Pulau-pulau tersebut dijadikan jalur pasokan logistik dan distribusi
senjata dari kelompok-kelompok teroris di Filipina seperti Moro Islamic Liberation
Front (MILF) ke kelompok-kelompok teroris di Indonesia, seperti kelompok Santoso
atau Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah.4°

Mencermati berbagai tinjauan kasus kontemporer tersebut, ada beberapa
pembelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, bentang wilayah maritim yang
luas di satu sisi menjadi sebuah keunggulan komparatif (Comparative Advantage)
tersendiri bagi sebuah negara, tapi di sisi lain menjadi faktor yang menimbulkan
kerentanan karena membutuhkan pengamanan wilayah secara kuat dan terpadu.
Kedua, dinamika hubungan internasional antarnegara terus bergerak ke arah yang
sifatnya konfliktual dengan menjadikan perbatasan wilayah, termasuk perbatasan
maritim, sebagai medan konflik dan zona pertarungan kepentingan nasional. Ketiga,
aktivitas aktor-aktor nonnegara yang sifatnya kriminal dan melanggar hukum kerap
memanfaatkan jalur-jalur sempit di wilayah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau
kecil terluar sebagai zona operasi mereka. Peningkatan aktivitas kejahatan aktor-
aktor nonnegara ini memanfaatkan kelemahan pengamanan wilayah yang
dilakukan oleh sebuah entitas negara, dalam hal ini Indonesia. Fakta-fakta ini sudah
cukup untuk menjadi frigger bagi Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi
terkait untuk melakukan pengamanan wilayah secara lebih baik ke depan.

Pengamanan wilayah, termasuk pengamanan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil terdepan, sejatinya merupakan tanggung jawab TNI sebagai komponen
utama pertahanan negara. Dalam UU TNI, yakni UU No. 34 Tahun 2004, disebutkan
bahwa TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan fungsinya
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Masih merujuk pada UU TNI,
sedikitnya ada tiga fungsi yang dijalankan TNI, yakni fungsi penangkal terhadap
segala AGHT yang datang, baik dari dalam maupun dari luar, fungsi penindak atau
punitif terhadap segala AGHT yang muncul, serta fungsi pemulih terhadap kondisi

45 “Kejahatan Transnasional di Zona Panas Indonesia-Filipina”, diakses di
https://zonautara.com/2017/06/07/kejahatan-transnasional-di-zona-panas-indonesia-filipina/, pada
24 Juli 2021, pukul 17.32 WIB.
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negara yang terganggu akibat AGHT yang muncul tersebut.#¢ TNI sendiri sebagai
sebuah alat negara terdiri atas tiga matra, yakni matra darat, laut, dan udara.
Masing-masing matra memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Dalam
konteks pengamanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, maka matra
TNI yang memiliki tanggung jawab pengamanan paling besar adalah matra laut
yang fokus pada pengamanan zona maritim.

TNI Angkatan Laut (disingkat TNI AL) merupakan bagian integral dari TNI
sebagai komponen utama pertahanan negara. Beberapa misi yang diusung oleh
TNI AL di antaranya adalah melindungi dan menjaga keutuhan bangsa dan negara,
serta menegakkan kedaulatan dan keamanan di laut. Sebagai alat untuk
menegakkan kedaulatan negara, ada tiga peran yang dijalankan oleh TNI AL.
Pertama, peran militer, yakni melaksanakan pertahanan negara di laut dengan cara
menyiapkan kekuatan untuk perang, melakukan penangkalan terhadap segala
ancaman di laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut Indonesia dengan negara
tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan maritim. Kedua, peran
diplomatik. Peran diplomasi yang dimiliki TNI AL sejatinya muncul karena kapasitas
mereka sebagai military forces. Peran diplomasi dijalankan oleh TNI AL melalui
naval presence atau unjuk kekuatan angkatan laut. Peran diplomasi yang dijalankan
oleh TNI AL ini dimaksudkan untuk mendukung diplomasi formal yang dilakukan
oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan stabilitas dan perdamaian
internasional. Sedangkan peran ketiga adalah peran konstabulari, yakni peran
polisionil yang dijalankan TNI AL dalam rangka menegakkan hukum nasional di laut.
Selain ketiga peran tersebut, TNI AL juga menjalankan peran lainnya dalam
kerangka Operasi Militer Selain Peran (OMSP), seperti Search and Rescue (SAR)
pada kecelakaan atau bencana di laut.#”

Terhadap berbagai persoalan yang muncul di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil terdepan, TNI AL sendiri sudah melakukan berbagai tindakan responsif,
baik mitigatif maupun kuratif, sesuai tugas pokok dan fungsinya. TNI AL melakukan
patroli laut (Sea Patrol) secara reguler dan pengamanan wilayah perbatasan sesuai
dengan postur yang mereka miliki. Tidak hanya itu, TNI AL juga melakukan

46 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diakses di
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu034.pdf, pada 24 Juli 2021, pukul 18.04 WIB.

47 Kumalasari, Francisca Ayu. 2006. Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya
Tegakknya Keutuhan Wilayah NKRI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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pemetaan permasalahan secara berkala terkait berbagai ancaman yang kerap

muncul di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan tersebut sebagai bekal

untuk perbaikan pola pengamanan wilayah yang akan mereka lakukan ke depan.

Sebagai contoh, TNI AL melakukan pemetaan permasalahan perbatasan antara

Indonesia dan India. Dalam pemetaan yang dilakukan oleh TNI AL dihasilkan

analisis bahwa meskipun telah disepakati perjanjian batas landas kontinen

antarkedua negara, akan tetapi persoalan ZEE kedua negara belum terselesaikan.

Hal ini berpotensi menimbulkan konflik perbatasan maritim di sekitar wilayah Pulau

Andaman dan Pulau Nicobar yang secara tradisional kerap dijadikan nelayan-

nelayan Aceh untuk menangkap ikan.4®

Secara mendetil, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TNI AL dalam
mengamankan wilayah pesisir, wilayah perbatasan, serta pulau-pulau kecil
terdepan antara lain sebagai berikut:4°

1) melakukan survei base point untuk menentukan titik-titik dasar dan garis
pangkal kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan menjadi PP No. 38 Tahun
2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia.

2) Kapal Republik Indonesia (KRI) di bawah TNI AL diperintahkan untuk
melakukan patroli (Regular Patrol) dan mengunjungi pulau-pulau kecil terdepan
Indonesia, baik yang berpenduduk maupun yang tidak berpenghuni.

3) melaksanakan diplomasi TNl AL melalui peningkatan naval presence
(Kehadiran KRI) di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan secara
langsung dengan negara-negara tetangga.

4) melaksanakan Operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) sebagai bentuk
kepedulian dan tanggung jawab TNI AL dalam rangka mengakselerasi
pembangunan di pulau-pulau kecil terdepan Indonesia yang tidak dapat
dijangkau oleh transportasi darat dan udara.

5) merancang program pasar bergerak (Mobile Markef) untuk merangsang
kegiatan perekonomian di pulau-pulau kecil terdepan dengan melakukan
pergerakan dari pulau ke pulau untuk memobilisasi berbagai kebutuhan pokok

48 Ibid.
48 Kumalasari, Francisca Ayu. 2006. Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya
..., Op.Cit.
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masyarakat. TNI AL tidak hanya mengangkut komoditi pokok tersebut ke pulau-
pulau kecil terdepan saja, tapi menjual komoditi tersebut kepada penduduk
dengan harga murah, membeli komoditi penduduk di satu pulau untuk dijual ke
pulau lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh TNI AL tersebut merupakan wujud nyata
pelaksanaan tanggung jawab mereka sebagai alat pertahanan negara di bidang
maritim. Baik wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil terdepan merupakan entitas
kemaritiman yang tidak pernah ditinggalkan oleh TNI AL dalam hal pengamanan
wilayah. Hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pengamanan
wilayah tersebut, TNI AL menyadari bahwa ada banyak kekurangan secara teknis
maupun nonteknis, sehingga mengakibatkan upaya pengamanan yang dilakukan
kurang efektif. Disebut kurang efektif karena pelanggaran wilayah kedaulatan kerap
terjadi secara berulang meskipun sudah dilakukan penindakan. Kasus pelanggaran
kedaulatan di Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok
adalah bukti sahihnya. Secara umum, ada dua permasalahan utama yang dihadapi
oleh TNI AL. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, yakni minimnya jumlah
personel dan personel terlatih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang
diemban. Dalam bahasa lugas, permasalahan terletak pada faktor kualitas dan
kuantitas personel. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana (Sarpras) dalam
pelaksanaan tugas sebagai konsekuensi dari keterbatasan dana yang dimiliki.

Dengan merujuk pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, serta kompleksitas permasalahan yang
dihadapi oleh TNI AL sebagai alat pertahanan negara, dapat disimpulkan bahwa
upaya pengamanan wilayah yang dilakukan selama ini belum efektif dan optimal.
Dengan demikian yang menjadi persoalan ke depan adalah bagaimana
mewujudkan efektivitas dalam pengamanan kedua entitas kemaritiman tersebut.
Frasa “efektif’ sendiri menjadi kata kunci dalam konteks pengamanan wilayah.
Efektif yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana mewujudkan pengamanan
wilayah yang berdampak secara maksimal terhadap objektif (output atau keluaran)
yang ditetapkan. Definisi ini selaras dengan teori efektivitas yang dinyatakan oleh
Richard M. Steers, Katz dan Khan, yang menyatakan bahwa efektivitas sangat
ditentukan oleh efisiensi dari tindakan yang diambil, serta tercapainya keuntungan
yang maksimal. Definisi tersebut juga selaras dengan teori pembinaan yang
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dinyatakan oleh Musanef, bahwa pemberdayaan segala sesuatu (manusia dan
barang) harus berdasarkan prinsip tertentu guna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Teori efektivitas dan teori pembinaan adalah dua kerangka teoretis yang
digunakan oleh penulis untuk merumuskan efektivitas pengamanan wilayah.

Untuk mewujudkan efektivitas pengamanan wilayah, hal pertama yang harus
dilakukan adalah memaknai kembali sistem pertahanan negara Indonesia. Dalam
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bawa sistem
pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pertahanan semesta
atau Sishankamrata yang artinya melibatkan seluruh warga negara Indonesia tanpa
terkecuali dan seluruh potensi sumber daya nasional yang dimiliki.5° Secara implisit,
pengaturan sistem pertahanan negara seperti yang diamanatkan dalam UU Hanneg
tersebut memberikan pandangan bahwa tugas pertahanan negara tidak bisa
semata-mata ditumpukan kepada TNI saja sebagai alat pertahanan negara, tapi
juga seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks pengamanan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil terdepan di Indonesia, pengamanan wilayah juga dapat
dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan oleh pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat
setempat agar dapat menjadi instrumen pertahanan negara yang tangguh di masa
yang akan datang.

Pembinaan terhadap masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
terdepan ini dapat dilakukan secara dua arah, yakni model pembinaan secara keras
(hard development) maupun pembinaan secara lunak (soft development).
Dikarenakan orientasi pada subbagian ini adalah pengamanan wilayah, maka
model pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan secara keras untuk
pengamanan wilayah. Baik pembinaan keras maupun pembinaan lunak, selaras
dengan teori pembinaan dan pemberdayaan yang menekankan pada penguatan
keterlibatan dan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.®'
Pembinaan masyarakat dalam hal pengamanan wilayah dapat dilakukan oleh
pemerintah melalui internalisasi wawasan kebangsaan dan penguatan kesadaran
bela negara kepada masyarakat. Dasar dari kebijakan ini adalah pemahaman
bahwa semakin meningkat wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara

50 YU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
51 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya ..., Op.Cit.
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mereka, maka semakin kuat perasaan nasionalisme dan patriotisme mereka
kepada negara. Perasaan cinta tanah air dan sense of belonging yang kuat pada
negara tersebut yang akan menjadi pendorong bagi mereka untuk menjadi garda
depan pertahanan negara.

Pemerintah Indonesia sejatinya sudah memiliki kerangka hukum yang kuat
untuk menjadikan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
tersebut sebagai benteng pertahanan terdepan negara dari segala AGHT yang
datang, yakni UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara,
serta PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019
tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara. Melalui kedua regulasi tersebut,
pemerintah dapat melakukan pembinaan secara terpadu kepada masyarakat di
wilayah-wilayah tersebut sebagai komponen cadangan untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Dengan
menjadikan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan sebagai
komponen cadangan, maka keterbatasan yang dimiliki oleh TNI AL dalam hal
kualitas dan kuantitas personel dapat dipenuhi. Konversi masyarakat wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil terdepan juga dapat menepis anggapan negatif sebagian
kalangan yang menyatakan bahwa program komponen cadangan dari Kemenhan
RI adalah mobilisasi warga sipil sebagai militer. Proses konversi masyarakat
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan bukan saja kompatibel dengan
tantangan yang dihadapi, tapi juga sebuah kebutuhan yang mendesak.

Tahun 2021 merupakan tahun rekrutmen bagi komponen cadangan. TNI AL
yang membidangi matra maritim dapat melakukan fokus rekrutmen terhadap
masyarakat di kedua wilayah kritikal tersebut. Tentunya rekrutmen yang dilakukan
harus memenuhi persyaratan seperti yang dinyatakan dalam UU, terutama dari sisi
usia. Proses rekrutmen dapat dilakukan dengan mengikuti kritikalitas wilayah-
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan yang sudah dipetakan, sehingga
diperoleh prioritas utama proses rekrutmen yang akan dilakukan. Agar mereka
dapat menjadi garda depan pertahanan negara, maka pendidikan dan pelatihan
yang diberikan kepada mereka nantinya harus benar-benar padat dan
komprehensif. Berdasarkan UU PSDN Untuk Pertahanan Negara, mereka akan
mendapatkan pendidikan bela negara dan latihan dasar kemiliteran selama tiga
bulan. Setelah ditetapkan sebagai komponen cadangan pasca latihan tiga bulan
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tersebut, mereka akan mengikuti mobilisasi (pelaksanaan tugas pertahanan negara
yang diselenggarakan oleh TNI AL).52

Penetapan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
sebagai garda depan pertahanan negara bukanlah menjadikan mereka sebagai
tameng hidup pertahanan dari serangan militer negara lain dan sejenisnya. Dalam
UU PSDN Untuk Pertahanan Negara dijelaskan bahwa ancaman yang harus
direspons oleh komponen cadangan adalah ancaman militer dan hibrida.
Penugasan terhadap masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
perlu dilakukan secara cermat oleh TNI AL. Pada jangka pendek, mereka akan lebih
banyak dilibatkan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti
penanganan kecelakaan laut, bencana alam, abrasi, dan lainnya. Sedangkan pada
jangka panjang mereka baru akan dilibatkan pada Operasi Militer Perang (OMP).
Penugasan terhadap masyarakat di kedua entitas kemaritiman tersebut juga
disarankan lebih banyak ditekankan pada aktivitas intelijen maritim, yang mana
mereka notabene sehari-hari hidup dan beraktivitas di laut, sehingga segala bentuk
ancaman yang ada dapat mereka petakan dan laporkan kepada TNI AL.

Masyarakat di Kepulauan Sangihe Talaud, Pulau Miangas, dan Pulau Marore
misalnya, dapat segera dengan cepat dan tepat melaporkan kepada TNI AL apabila
menemukan aktivitas penyelundupan senjata dan distribusi logistik dari kelompok
MILF Filipina kepada jaringan teroris Indonesia yang melalui kepulauan-kepulauan
tersebut. Masyarakat di sekitar Laut Natuna Utara misainya, dapat segera
melaporkan aktivitas illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan
Tiongkok kepada patroli gabungan TNI dengan memanfaatkan infrastruktur
komunikasi TNI yang mereka miliki sebagai komponen cadangan TNI AL. Upaya
menjadikan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan sebagai
garda depan pertahanan negara melalui mekanisme komponen cadangan
memerlukan payung hukum yang bersifat teknis dalam bentuk Peraturan Menteri
Pertahanan Rl (Permenhan RI), serta sinergi antarpemangku kepentingan terkait,
yakni Kemenhan RI, TNI AL, pemerintah daerah, serta kementerian dan instansi
lainnya yang terkait dengan pelaksanaan OMSP TNI. Sinergi adalah kata kunci
lainnya dalam mewujudkan efektivitas pengamanan wilayah.

52UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional ..., Op.Cit.
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b. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan

Aspek penting lainnya dalam hal pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil terdepan di Indonesia adalah pengelolaan wilayah. Jika pengamanan
wilayah lebih condong ke aspek pertahanan dan keamanan (Hankam), maka
pengelolaan wilayah lebih cenderung ke aspek perekonomian, sosial budaya
masyarakat, serta tata kelola pemerintahan. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2007
dijelaskan bahwa secara konseptual dalam rangka mengelola wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dapat melalui berbagai tahapan yaitu meliputi pengkoordinasian,
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya yang
terkandung didalamnya. Dalam hal tersebut pemerintah pusat dan daerah
mempunyai peranan penting untuk pengelolaannya

Pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan pada
hakikatnya harus mampu menyinergikan antara pendekatan keamanan (Kam) dan
pendekatan kesejahteraan (Jah) untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang
benar-benar adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, seperti yang diamanatkan
dalam konstitusi UUD NRI 1945. Secara umum, hal yang pertama dan utama
dibutuhkan bagi terciptanya masyarakat yang tangguh adalah pemenuhan
kebutuhan dasarnya (Basic Needs), yang notabene berupa sandang, pangan, dan
papan (Aspek Ekonomi). Berbicara mengenai pengelolaan wilayah, maka hal
penting yang perlu dilakukan adalah identifikasi situasi dan kondisi masyarakat,
serta karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan itu sendiri,
sehingga pada nantinya dapat dirumuskan solusi pengelolaan wilayah yang efektif
dan efisien.

Ditelaah dari karakteristiknya, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil terdepan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni masyarakat hukum
adat, masyarakat lokal, serta masyarakat tradisional, sebagaimana tercantum
dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat hukum
adat adalah sekelompok masyarakat yang bermukim di wilayah tertentu secara
turun-temurun yang memiliki ikatan yang kuat dengan leluhurnya, hubungan yang
erat dengan tanah, wilayah, dan sumber kekayaan alam, serta memiliki tatanan
hukum adat sendiri di wilayahnya yang selaras dengan regulasi. Sedangkan
masyarakat lokal adalah sekelompok masyarakat yang menjalankan pola
kehidupannya berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama yang
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diterima sebagai nilai-nilai umum yang berlaku. Masyarakat kategori ini tidak
sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam yang disediakan di wilayahnya.
Berbeda dengan keduanya, masyarakat tradisional adalah sekelompok masyarakat
yang mendapat pengakuan atas hak tradisional yang dimiliki dalam melakukan
penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, serta melakukan kegiatan lainnya secara
legal di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan kaidah hukum internasional yang
berlaku.53

Masyarakat hukum adat secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut,
(a) ikatan yang kuat pada asal usul leluhur, (b) hubungan yang kuat dengan tanah,
daerah, serta sumber kekayaan alam, (c) memiliki institusi atau lembaga
pemerintahan adat, serta (d) memiliki tatanan hukum adat di wilayah adat yang
selaras dengan peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku.
Masyarakat lokal secara garis besar memiliki dua karakteristik utama, yakni pola
hidup sehari-hari yang mengacu pada nilai-nilai yang berlaku secara umum, serta
tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil yang menjadi lokasi hidupnya. Sedangkan masyarakat
tradisional memiliki karakteristik sebagai masyarakat perikanan yang bersifat
tradisional, serta melangsungkan kegiatan perikanan di daerah tertentu dengan
tetapi mematuhi kaidah hukum vyang berlaku, terutama kaidah hukum
internasional.>

Selain pemahaman mengenai karakteristik masyarakat, hal yang tak kalah
penting sebagai bagian pengelolaan wilayah adalah pemahaman mengenai
karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Ekosistem pesisir
adalah sebuah ekosistem yang bersifat dinamis, tersusun atas habitat yang memiliki
variasi tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi satu sama lain antarhabitat
tersebut. Ekosistem wilayah pesisir juga terdiri atas sumber daya alam yang tinggi,
seperti hutan tropis, sumber daya ikan, hutan bakau, serta iklim yang kondusif untuk
melakukan budidaya. Namun demikian, yang paling rentan dari ekosistem pesisir
adalah karakteristiknya yang sangat mudah terdampak oleh aktivitas destruktif yang
dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, aktivitas pembangunan yang tidak

53 “Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, diakses di
https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/19048-karakteristik-masyarakat-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil,
pada 25 Juli 2021, pukul 12.38 WIB.

54 Ibid.
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mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar dapat merusak
kelangsungan hidup ekosistem pesisir tersebut.5®

Seperti halnya wilayah pesisir, pulau-pulau kecil di Indonesia juga memiliki
karakteristik tersendiri. Beberapa ciri khusus yang melekat pada pulau-pulau kecil
di antaranya: (a) pulau kecil terpisah dari pulau induknya secara ekologis, (b)
terdapat batas-batas fisik yang jelas, bersifat insular, dan posisinya terpencil dari
pulau induk, (c) mempunyai endemik dan keanekaragaman hayati dan hewani yang
bernilai tinggi dan berkarakteristik khusus, (d) tidak dapat mempengaruhi
hidroklimat, (e) rentan terhadap segala perubahan yang disebabkan oleh aktivitas
manusia dan alam, (f) daya dukung pulau yang terbatas, (g) daerah tangkapan air
yang relatif kecil, sehingga berdampak pada masuknya air permukaan dan sedimen
ke laut, (h) karakteristik masyarakat secara ekonomi, dan sosial budaya yang
sangat khas, serta berbeda dengan pulau induknya, serta (i) kegiatan
perekonomian yang masih sangat bergantung pada perekonomian pulau induk dan
kontinennya.%® Merujuk pada UNCLOS 1982, pulau adalah massa daratan yang
tidak tenggelam ketika air pasang. Pulau yang tidak terbentuk secara alami, seperti
pulau buatan atau pulau reklamasi, meskipun memiliki karakteristik khusus seperti
pulau-pulau kecil pada umumnya, tidak dapat disebut dan dikategorikan sebagai
pulau.’”

Pengelolaan wilayah sejatinya berbasis pendekatan geografis dengan
merujuk pada karakteristik wilayah yang akan dikelola. Namun demikian, dalam
perspektif yang lebih holistik dan komprehensif, pengelolaan wilayah tidak bisa
menegasikan pengelolaan masyarakat yang berbasis pada pendekatan demografis
dan sosial ekonomi, dikarenakan wilayah tidak akan bisa dikelola atau diberdayakan
jika manpower-nya tidak terberdayakan. Dengan merujuk pada pembabaran yang
sistematis dan terperinci mengenai karakteristik masyarakat, serta wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil di atas, setidaknya terdapat beberapa konklusi yang bisa
dijadikan sebagai garis besar pengelolaan oleh pemerintah ke depan. Pertama,
keberagaman masyarakat perlu disikapi dengan pendekatan yang sifatnya beragam

55 “Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir’, diakses di
https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI510402-M1.pdf, pada 25 Juli
2021, pukul 13.24 WIB.

56 “Definisi dan Tipe Pulau”, diakses di https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4259-definisi-dan-tipe-pulau,
pada 25 Juli 2021, pukul 13.33 WIB.

57 Ibid.
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sesuai dengan karakteristik masyarakat masing-masing, meskipun orientasinya
sama, yakni kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kedua, pengelolaan yang
dilakukan tidak bisa berbasis ekonomi saja, tapi juga harus menyentuh aspek sosial
budaya, dikarenakan masyarakat di wilayah tersebut masih memegang erat nilai-
nilai tradisionalnya. Ketiga, kemandirian menjadi isu krusial dalam pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat mengingat faktor dependensi geografis terhadap pulau
induk dan entitas lainnya. Keempat, meskipun memiliki keunggulan, wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil terdepan juga memiliki banyak keterbatasan. Kelima,
pembangunan yang dilakukan nantinya harus dilakukan secara cermat,
memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem sekitar yang menjadi ibu
kehidupan bagi masyarakatnya. Pembangunan tidak bisa dilakukan sekedar
berbasis indikator-indikator perekonomian saja.

Terkait dengan beragam permasalahan dan kompleksitas yang ada di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya
pengelolaan. Upaya pengelolaan ini tercermin dari regulasi yang sudah
diformulasikan, yakni UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.58 Dalam
regulasi tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil adalah kegiatan pengkoordinasian perencanaan (Planning), pemanfaatan
(Utilization), pengawasan (Monitoring), serta pengendalian (Controlling) yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
melibatkan antarsektor, menghubungkan ekosistem darat dan laut, serta
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan manajemen dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Dalam regulasi tersebut juga disebutkan prioritas pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, yakni ditujukan untuk kepentingan konservasi, pendidikan
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan (Litbang), budidaya laut, pariwisata,
usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian
organik, peternakan, dan/atau pertahanan keamanan negara. Dalam hal
pengelolaan, regulasi mengatur teknis pemanfaatan dan pengelolaan melalui
mekanisme izin lokasi dan izin pengelolaan yang diberikan kepada perorangan,

58 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah ..., Op.Cit.
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korporasi yang didirikan berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta koperasi
sebagai soko guru perekonomian yang dibentuk oleh masyarakat. Regulasi juga
mengatur secara mendetil mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya kegiatan usaha
masyarakat melalui penguatan kemampuan atau kapasitas, menjamin ketersediaan
akses teknologi dan informasi, adanya dukungan modal dan infrastruktur, jaminan
pasar untuk menyerap produk masyarakat, serta ketersediaan aset ekonomi
produktif lainnya.®® Keberadaan regulasi yang ada merupakan wujud ikhtiar
pemerintah dalam menjalankan kewajibannya dalam rangka memajukan
kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian, pendekatan regulatif
membutuhkan realisasi yang dilaksanakan dengan Dbaik, sehingga objektif
pembuatan regulasi dapat tercapai secara optimal. Tolok ukur keberhasilan
implementasi regulasi tersebut pada hakikatnya sangat sederhana, yakni
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat setempat, wilayah yang melakukan
pembangunan secara progresif, wilayah yang stabil secara politik dan keamanan
dalam menopang ketahanan nasional, serta masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera. Jika beberapa indikator tersebut tidak tercapai, maka dapat dipastikan
ada rumpang nilai (Value Gap) antara kebijakan dan implementasinya.

Menarik untuk melakukan pencermatan terhadap kondisi perekonomian dan
sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai evaluasi. Merujuk
pada berbagai indikator yang ada, pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang digalakkan pemerintah sejak 2005 dan diregulasi pada 2007 terlihat
sangat lambat dalam implementasinya, tidak berlangsung secara progresif.
Lambatnya pembangunan yang dijalankan berdampak terhadap tingginya
kemiskinan dan disparitas sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Pada 2017, tingkat kemiskinan di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencapai 35 persen. Angka ini berada di atas
angka kemiskinan nasional, yakni di angka 10,64 persen. Data KKP RI pada 2015
menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir menyumbang 32,14 persen dari
total jumlah penduduk miskin nasional.®° Ada banyak persoalan teknis yang menjadi

59 Ibid.
% 80 Sabarisman, Muslim. 2017. “Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat ..., Op.Cit.
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kausa utama, seperti armada penangkapan ikan yang masih sangat tradisional,
minimnya penguasaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya perairan, serta
minimnya Kketersediaan infrastruktur. Dalam konteks infrastruktur, salah satu
fenomena yang sangat membuat miris adalah bagaimana masyarakat di Pulau
Liran Maluku harus menggunakan sarana telekomunikasi dari perusahaan Timor
Leste untuk bisa berkomunikasi satu sama lain.®"

Kondisi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
menjadi semakin susah tatkala pandemi Covid-19 menghantam Indonesia sejak
Maret 2020 lalu hingga kini. Masyarakat mengalami pemerosotan pendapatan,
terputusnya supply chain usaha yang dilakukan (perikanan, budidaya, dan lain-lain),
serta ketiadaan modal pra-produksi.®? Dengan situasi dan kondisi masyarakat
sedemikian rupa, maka tidak berlebihan apabila upaya pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil terdepan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum
berjalan secara tepat guna dan efisien. Respons secara regulatif melalui undang-
undang, Perpres, serta Keppres terkait, masih lemah dalam tataran
implementasinya. Di era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri wilayah serta sumber daya
alam yang dimilikinya, ternyata tidak bisa dikonversi sebagai peluang untuk
mewujudkan wilayah yang berdaya tahan, serta masyarakat yang tangguh secara
perekonomian.

Eksistensi regulasi dan peluang otonomi daerah tidak mampu membawa
masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan untuk lepas landas
dari kemiskinan dan keterbelakangan mereka. Dengan situasi dan kondisi seperti
ini, pemerintah seyogianya melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan
yang sudah dilakukan, sehingga titik-titik kelemahan yang menyumbang berbagai
indikator negatif tersebut dapat segera dibenahi. Berdasarkan tinjauan penulis
dengan menelaah indikator-indikator yang ada, serta permasalahanka yang
dihadapi masyarakat setempat saat ini, setidaknya ada beberapa kausa atau

penyebab, sebagai berikut:

81 “Kenapa Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ..., Op.Cit.

52 “Negara Wajib Selamatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Nelayan Skala Kecil”, diakses di
https://www.mongabay.co.id/2020/05/04/negara-wajib-selamatkan-ekonomi-masyarakat-pesisir-
dan-nelayan-skala-kecil/, pada 25 Juli 2021, pukul 16.58 WIB.
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Pengelolaan daerah yang tidak berbasis keunggulan komparatif daerah, yang
mana keunggulan komparatif sejatinya merupakan modal dasar utama bagi
pembangunan di daerah.

Pengelolaan daerah yang sudah berbasis keunggulan komparatif, akan tetapi
pengelolaan tidak dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip eksplorasi
dan eksploitasi yang benar, serta menjaga keberlangsungan ekosistem
setempat secara keseluruhan.

Otonomi daerah tidak dikonversi oleh pemerintah daerah sebagai peluang
untuk membawa daerah dan masyarakatnya lepas landas dari kemiskinan dan
keterbelakangan. Otonomi daerah justru dijadikan sebagai sarana untuk
memperkaya diri sendiri oleh elit dan kelompok tertentu, sehingga
kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Otonomi daerah menjadi penyebab munculnya eksklusivitas daerah dalam
pengelolaan wilayah, yang mana satu daerah terkadang enggan untuk
melakukan kerja sama dengan daerah lain yang notabene mampu memenuhi
kebutuhan di daerah tersebut.

Otonomi daerah yang tidak dimaknai secara holistik dan komprehensif juga
mengakibatkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi
terkotak-kotak secara administratif wilayah, padahal pesisir dan pulau-pulau
kecil harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem dengan sekitarnya.
Pemerintah daerah kurang mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pengelolaan wilayah, sehingga kebijakan yang
diproduksi bersifat sangat vertikal (Elitis) dan sektoral. Padahal dalam perspektif
kebijakan publik, tolok ukur keberhasilan sebuah kebijakan berasal dari umpan
balik yang diberikan oleh stakeholders lain dan beneficiaries (penerima manfaat
kebijakan).

Pemerintah daerah kerap berkelit lambannya pembangunan dan pengelolaan
wilayah disebabkan oleh terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tidak berdampak langsung pada
penguatan kompetensi masyarakat. Masyarakat terkadang dibekali dengan
modal dan infrastruktur saja, tapi tidak dibekali dengan kapasitas ilmu
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pengetahuan dan keahlian untuk menggunakan, memberdayakan, serta
memelihara infrastruktur tersebut.

Jalur distribusi logistik kerap menjadi kendala utama pembangunan di suatu
daerah. Ketiadaan infrastruktur seperti pelabuhan, dermaga, instalasi listrik dan
air bersih, serta transportasi laut secara reguler ke daerah-daerah terpencil
menjadi penyebabnya.

Dukungan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah terkadang parsial
sifatnya. Sebagai contoh, bantuan penyediaan kapal-kapal motor, tidak diiringi
dengan ketersediaan SPBU/SPBG dan pasokan bahan bakar yang mencukupi
dan dipenuhi secara reguler. Bantuan alat tangkap ikan yang mendukung
produktivitas dan ramah lingkungan, tidak didukung oleh fasilitas penyimpanan
hasil tangkapan laut yang cukup (Storage), sehingga para nelayan kerap
menjual langsung hasil tangkapannya yang banyak kepada tengkulak dengan
harga murah.

Banyaknya aktivitas kejahatan di laut, seperti perompakan bersenjata atau
lanun laut yang membuat masyarakat jadi enggan melaut.

Adanya aktivitas illegal fishing oleh negara lain dengan teknologi yang lebih
modern dan maju, sehingga nelayan-nelayan tradisional Indonesia kalah
bersaing.

. Masuknya korporasi besar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil dengan mengantongi izin lokasi dan izin pengelolaan dari pemerintah
setempat. Korporasi-korporasi seperti itu sangat profit-oriented, tidak peduli
pada kesejahteraan masyarakat setempat, serta cenderung mengabaikan
dampak keberadaannya terhadap lingkungan.

Pemerintah daerah masih bersikap birokratis dalam pengelolaan wilayah,
sehingga kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki minat besar untuk
memberdayakan wilayah dan masyarakat setempat, seperti LSM lingkungan
hidup, peneliti ilmiah, organisasi internasional, serta kelompok masyarakat
peduli lainnya menjadi terkendala.

Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti kekurangan ide-ide
baru dan kreatif dalam mengembangkan daerah. Hal ini disebabkan oleh pola
pembangunan konvensional yang tidak mengedepankan inovasi (riset dan

pengembangan) dan kreativitas.
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Berbagai permasalahanka dalam pengelolaan wilayah tersebut merupakan
tantangan yang harus segera dijawab pemerintah melalui respons kebijakan yang
cepat, tepat, dan akurat. Untuk mewujudkan respons yang sedemikian, tata kelola
organisasi dan administrasi menjadi kata kunci. Tata kelola atau manajemen
organisasi yang baik selalu mengikuti kaidah Plan, Do, Check, dan Action, yang
disingkat PDCA untuk menciptakan kesinambungan pencapaian tujuan. Konsep
PDCA ini diaksentuasikan dalam perumusan, implementasi, serta monitoring dan
evaluasi kebijakan guna memastikan agar kebijakan yang diambil efektif dan
efisien. Merujuk pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam
pengelolaan masyarakat dan wilayah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
terdepan, pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam implementasi kebijakan
ke depan. Pembenahan di sini akan komprehensif dan terukur apabila mampu
menyentuh tiga pilar utama keberhasilan dalam pengelolaan, yakni (1) pemerintah,
(2) masyarakat, serta (3) para pemangku kepentingan lainnya. Ketiga pilar utama
tersebut harus mendapatkan pembenahan agar pengelolaan yang dilakukan juga
dapat menyentuh objektif utama yang lebih besar, yakni kokohnya kedaulatan NKRI
yang menjadi grand purpose dari penelitian dan penulisan Taskap ini.

Gambar 3.1. Tiga Pilar Utama Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Terdepan

Berikut secara rinci pembenahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk
pengelolaan dari sisi masyarakatnya:

a. Pilar Pemerintah:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi dalam pengelolaan
wilayah. Sinergi dapat diwujudkan melalui produksi kebijakan yang saling
mendukung dan menguatkan, serta deregulasi kebijakan pengelolaan
wilayah yang tumpang tindih.

Pemerintah melakukan penguatan infrastruktur pendidikan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan sebagai investasi jangka panjang
dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan
adalah kata kunci bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah wilayah dan
masyarakat.

Pemerintah daerah harus mengedepankan inklusivitas dalam pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan dengan mengedepankan
partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya, kerja sama dengan daerah
lain, serta melibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya,
terutama pihak swasta nasional peduli.

Pemerintah daerah melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
terkecil dengan tidak mengedepankan pendekatan administratif mengingat
postur pesisir dan pulau-pulau terkecil yang tidak bisa dilimitasi melalui
pendekatan birokratis administratif. Dalam hal ini, eskalasi berjenjang pada
pemerintahan yang memiliki otoritas yang lebih besar harus dilakukan.
Pemerintah daerah dapat mengedepankan mekanisme crowdfunding atau
pendanaan secara gotong royong untuk mengatasi masalah keterbatasan
dana pengelolaan wilayah. Pendanaan gotong royong ini dapat melibatkan
partisipasi masyarakat luar daerah yang peduli, termasuk swasta nasional
yang hendak berinvestasi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembangunan
infrastruktur yang holistik dan terpadu. Ketersediaan infrastruktur tidak bisa
bersifat parsial mengingat ada keterhubungan antara infrastruktur satu
dengan infrastruktur lainnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) untuk
memastikan agar segala sumber daya nasional yang diutilisasi dalam
pengelolaan wilayah benar-benar efektif dan efisien.
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b. Pilar Masyarakat

1)

3)

4)

Masyarakat tidak memposisikan dirinya sebagai objek pembangunan
semata, tapi juga subjek pembangunan yang berpartisipasi aktif
mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah.

Masyarakat memanfaatkan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk
bimbingan dan pelatihan, penyediaan infrastruktur, serta modal usaha
dengan sebaik-baiknya dengan menngedepankan azas kemanfaatan yang
tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga masyarakat dan wilayah secara
keseluruhan (Prinsip Nasionalisme).

Masyarakat memberikan umpan balik terhadap kebijakan pemerintah yang
tidak tepat sasaran.

Masyarakat tidak hanya berorientasi pada eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya alam saja, tapi juga menyeimbangkan dengan mekanisme
pemeliharaan yang baik, serta pemanfaatan yang berkesinambungan untuk
masa yang akan datang (Sustainable Development).

Pilar Pemangku Kepentingan Lainnya (Korporasi, Swasta, Masyarakat

Sipil, Pemerintah Daerah Lainnya)

C.
1)
2)
3)
4)
15.

Bersinergi dengan pemerintah setempat dan masyarakat dalam melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil terdepan.

Mendukung pendanaan pengelolaan wilayah melalui mekanisme
pendanaan gotong royong yang kerap diinisiasi pemerintah daerah.
Melakukan investasi padat karya, sehingga mampu mendorong
penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan dan
pengangguran.

Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tidak
melakukan praktik suap hanya untuk mendapatkan konsesi.

Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Terdepan

Sebagai sebuah negara, aspek kedaulatan menjadi salah satu yang sangat

penting. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa syarat berdirinya sebuah

negara yaitu adanya penduduk, pemerintahan dan juga mempunyai wilayah.
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Secara teori sebuah negara bisa dikatakan berdaulat karena kedaulatan itu sendiri
merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari sebuah negara. Selanjutnya kedaulatan
negara sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua batasan penting yaitu
Kekuasaan yang terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu
dan juga kekuasaan itu dapat berakhir ketika kekuasaan dari suatu negara lain
dimulai.

Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
terdepan Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan nasional Indonesia, baik
dalam konteks yurisdiksi teritorial (kedaulatan penuh) maupun hak berdaulat untuk
memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (hak
berdaulat terhadap ZEE). Dikarenakan menyangkut kedaulatan nasional, maka
sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan
melindungi kedaulatan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Preambul UUD
NRI 1945 sebagai konstitusi pada alinea ke-4. Tanggung jawab untuk menegakkan
kedaulatan nasional di sini menjadi tidak mudah mengingat tantangan yang
dihadapi cukup besar, yakni aksi-aksi unilateralis dan ekspansionis Cina (major
state) di Laut Natuna Utara dengan klaim hak tradisionalnya atas sebagian besar
wilayah Laut Cina Selatan.

Tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara sangat merugikan kepentingan
nasional Indonesia. Di satu sisi, terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah
Indonesia, sedangkan di sisi lain, nilai ekonomis Laut Natuna Utara menjadi
berkurang bagi masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar menjadi takut dan
enggan berlayar. Langkah hukum dan diplomatik yang ditempuh oleh Indonesia di
forum internasional seperti perubahan nomenklatur wilayah yang diinisiasi oleh
Kemenko Bidang Kemaritiman pada 2017 dan beberapa kali nota protes yang
dilayangkan pemerintah kepada Kedubes Cina di Jakarta seakan tidak digubris oleh
Pemerintah Cina. Cina tetap bersikukuh dengan klaim sembilan garis putus-
putusnya sebagai patokan klaim mereka atas Laut Cina Selatan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Cina terhadap negara-negara lain yang
bersengketa dengan Cina, seperti Filipina dan Vietnam. Tindakan-tindakan koersif
Cina perlu direspons secara komprehensif oleh pemerintah, melalui penegakan
hukum dan kedaulatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. TNI AL
misalnya, perlu meningkatkan gelar pasukan (naval presence), pengawasan, dan
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pengintaian (surveillance), dalam menjalankan peran pertahanan dan konstabulari
dil wilayah maritim, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Demikian juga halnya dengan unsur pemerintah daerah (kepala daerah, polisi, TNI)
yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan wilayah dan masyarakat,
termasuk penegakan hukum dan kedaulatan.

Pemerintah Indonesia sangat menyadari pentingnya penegakan hukum di
wilayah maritim Indonesia, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
terdepan yang memiliki fragilitas tinggi dalam hal ancaman terhadap kedaulatan
nasional. Hal ini dikarenakan bentang wilayah maritim yang luas yang juga
mengharuskan pemerintah melakukan pengamanan dan pengelolaan wilayah.
Merespons kebutuhan untuk penegakan hukum tersebut, pemerintah
mendelegasikan kewenangannya ke beberapa lembaga untuk menjalankan tugas
pokok dan fungsi tersebut. Lembaga-lembaga tersebut antara lain (1) TNI AL yang
memiliki peran konstabulari untuk menjalankan tugas-tugas polisionil, (2) Polri
melalui Direktorat Kepolisian Air, (3) Ditien Hubla Kemenhub RI, (4) Diten PSDKP
KKP RI, (5) Ditien Bea dan Cukai Kemenkeu RI, (6) Bakamla R, serta (7) Satuan
Tugas Pemberantasan Penangkapan lkan Secara llegal. Ketujuh lembaga
penegakan hukum tersebut menjalankan tugas patroli di laut secara sektoral sesuai
dengan otoritas masing-masing yang dijamin dengan undang-undang.®® Upaya
memperkuat penegakan hukum melalui pendekatan institusional melalui
pendelegasian wewenang kepada berbagai lembaga tersebut secara teoritis
merupakan pengejawantahan dari teori manajemen organisasi, yang mana untuk
mencapai tujuan secara optimal, dibutuhkan perencanaan dan pembagian kerja
yang matang di antara unit-unit dalam organisasi (negara). Pendekatan institusional
ini juga selaras dengan teori pembinaan yang menekankan pada pemberdayaan
sumber daya yang dimiliki secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yang
mana dalam konteks ini, prinsip yang digunakan adalah prinsip pembagian tugas
dan wewenang.

Dalam rangka menjamin kepatuhan semua pihak terhadap peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat dan diratifikasi (untuk perjanjian
internasional), Pemerintah Indonesia secara umum menerapkan dua mekanisme

8 “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”, diakses di https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-
hukum-di-wilayah-laut-indonesia/, pada 25 Juli 2021, pukul 21.10 WIB.




57

penegakan hukum di laut, yakni melalui pengawasan atau patroli laut (Sea Patrol)
dan pengintaian atau pengamatan dari udara (Surveillance).?* Pengamatan dari
udara sejatinya merupakan elemen vital dalam penegakan hukum di laut mengingat
cakupan atau daya tangkap visualnya yang lebih besar. Hanya saja pengamatan
udara yang notabene dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU) kurang begitu
efektif dalam tindak lanjutnya. Hal ini terefleksi dari banyaknya data dan informasi
yang dikumpulkan oleh TNI AU, namun tidak dipakai dalam perumusan kebijakan
oleh instansi lainnya. TNI AU sendiri kurang optimal dalam pelaksanaan tugasnya
yang disebabkan oleh keterbatasan personel dan sarana prasarana.®®

Mekanisme penegakan hukum di wilayah maritim telah dilakukan dengan
baik oleh pemerintah melalui pendekatan regulatif, pendekatan institusional, serta
pendekatan teknikal (patroli dan pengamatan udara). Namun demikian, tidak bisa
dikesampingkan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan masih menemui
berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain (1) keterbatasan anggaran,
(2) keterbatasan sarana dan prasarana, (3) keterbatasan SDM yang terlatih, (4)
lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi (masih ada ego sektoral), (5) luasnya
bentang wilayah maritim yang dijadikan sebagai area pengawasan, serta (6)
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Menyikapi berbagai kendala ini, langkah yang harus dilakukan oleh
pemerintah adalah merujuk kembali pada mekanisme pengelolaan wilayah dan
masyarakat yang dilakukan (Dijelaskan pada subbagian sebelumnya). Pengelolaan
wilayah adalah dua sisi mata uang yang saling terkoneksi dengan mekanisme
pengamanan wilayah dan penegakan hukum. Pengelolaan wilayah yang baik akan
menentukan kuat tidaknya fondasi penegakan hukum yang akan dilakukan. Oleh
sebab itu, mekanisme pengelolaan wilayah harus memuat keseluruhan dimensi
yang dibutuhkan, baik yang sifatnya statis (Geografi, Demografi, SKA) maupun
yang sifatnya dinamis (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud, dan Hankam). Dengan
demikian, diharapkan pembinaan wilayah secara keseluruhan dapat berdampak
positif bagi kokohnya kedaulatan NKRI di masa depan.

64 Dirhamsyah. 2007. Penegakan Hukum Laut di Indonesia. Jurnal Oseana LIPI, Volume XXXII(1),
2007. Halaman 1-13.
65 KARDI, 2003, Majalah Angkasa, Edisi 8 Mei 2003.
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16. Kontribusi Peningkatan Pembinaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil Terdepan Terhadap Kedaulatan NKRI

Pemerintah Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi
kedaulatan nasional, baik dalam konteks yurisdiksi teritorial maupun hak berdaulat
yang dimiliki oleh Indonesia, seperti hak berdaulat di ZEE. Tanggung jawab untuk
melindungi kedaulatan nasional tersebut merupakan amanat konstitusi yang
merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi di Indonesia. Tanggung jawab untuk
menegakkan kedaulatan menjadi semakin besar ketika dihadapkan pada
problematika di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan yang memiliki
fragilitas tinggi untuk terpapar AGHT dari pihak-pihak eksternal yang
berkepentingan, seperti halnya tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara yang
menjadi studi kasus dalam penulisan Taskap ini.

Dalam rangka menegakkan kedaulatan nasional, maka langkah yang dapat
ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembinaan wilayah secara
komprehensif dan optimal. Pembinaan wilayah dapat diwujudkan melalui langkah-
langkah teknis dan konkret seperti pengamanan wilayah, pengelolaan wilayah,
serta penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
terdepan. Merujuk pada analisis yang dideskripsikan pada beberapa sub-bab
sebelumnya di bagian pembahasan, maka dapat ditemukan hubungan logis dan
kausalitas antara upaya pembinaan wilayah yang dilakukan terhadap tegaknya
kedaulatan nasional Indonesia. Upaya-upaya pengamanan wilayah misalnya,
berkorelasi lurus terhadap terjaminnya keamanan fisik di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil terdepan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, khususnya yang
berorientasi pada masyarakat sebagai objek pengelolaan, berkorelasi positif
terhadap meningkatnya kesejahteraan dan nasionalisme masyarakat setempat.
Dalam konteks pertahanan negara, masyarakat juga menjadi mata dan telinga
pemerintah terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kedaulatan yang
terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Upaya-upaya penegakan hukum dan kedaulatan
yang dilakukan oleh aparat negara terkait, terutama TNI AL yang menjalankan
peran pertahanan, konstabulari, dan diplomasi di laut, juga berkorelasi positif
terhadap tegak dan terjaminnya kedaulatan NKRI di perairan yurisdiksi nasional.






